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5. Terkait komponen hasil, menunjukkan bahwa pada tahun 2021, Pemerintah 

Provinsi Papua memperoleh nilai baik dengan rincian sebagai berikut: 

No. Hasil Antara Skala 
Nilai 

2021 
Sumber Data 

1. Opini BPK Opini WTP Badan Pemeriksa Keuangan 

2. Nilai SAKIP 0-100 64,53 Kementerian PANRB 

3. 

Indeks Persepsi 

Kualitas Pelayanan 

Publik (IPKP) 

0-100 77,60 Kementerian PANRB 

4. 
Indeks Persepsi Anti 

Korupsi (IPAK) 
0-100 70,64 

Survei Penilaian Integritas (SPI) 

Eksternal oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) 

5. 
Survei Internal 

Organisasi 
0-100 68,53 SPI Internal oleh KPK 

Pada tahun 2021 terdapat perubahan metode pengukuran pada Indeks Persepsi 

Anti Korupsi (IPAK) dan survei internal organisasi yang menggunakan hasil 

pengukuran yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

6. Berdasarkan catatan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola 

birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di 

Pemerintah Provinsi Papua, berikut ini kami sampaikan beberapa hal yang perlu 

disempurnakan yaitu: 

a. Mengoptimalkan peran agen perubahan dalam meningkatkan pemahaman 

pegawai terhadap budaya kerja, Core Values ASN BerAkhlak, area perubahan 

dalam Reformasi Birokrasi, selanjutnya mengukur tingkat keberhasilannya dan 

mendorong agen perubahan untuk menyusun rencana aksi/rencana tindak; 

b. Memastikan seluruh kebijakan yang dikeluarkan memiliki peta keterkaitan antar 

kebijakan, dengan mencantumkan seluruh kebijakan yang dikeluarkan 

Pemerintah Provinsi Papua kemudian dikaitkan dengan kebijakan lain yang 

terkait baik kebijakan internal ataupun eksternal sehingga dari peta keterkaitan 

tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dalam melakukan upaya 

harmonisasi kebijakan; 

c. Menetapkan peta proses bisnis dan melakukan evaluasi terhadap SOP yang 

ada untuk memastikan proses kerja dapat berjalan secara optimal; 

d. Meningkatkan penerapan manajemen SPBE di Pemerintah Provinsi Papua 

sesuai dengan arsitektur SPBE yang telah ditetapkan dan Master Plan SPBE 

nasional; 

e. Melaksanakan asessment kepada seluruh pegawai dan menjadikan hasilnya 

sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi. Selanjutnya, 

menerapkan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan dalam PermenPANRB 

No.40 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam manajemen ASN; 

 




